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BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : £2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAY
KABUPATEN KAUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomeor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



35 Undang—Unriang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Nega -
: - ra R[“ l :
Nomor 4725); publik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoar 4385};

12, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 1};

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016 Nomor 237);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 146},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020, yang selanjutnya
disebut RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Kaur untuk Tahun 2020 dan sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2020.
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Pasal 2
Sistematika RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I :  Pendahuluan

BAB II :  Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III . Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
BAB IV + Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
BABV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII : Penutup

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020 beserta matriknya adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman

operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam
Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Tahun 2020.

Pasal 5
Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang

dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020, menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2020.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 12 Julj 2019

WBUPATI KAUR,

— /"3/
/ GUSRM. PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4y 2019

SEKER RIS DAERAH
KABUP KAUR,

H.NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 4





